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BAB III 

HUBUNGAN DAN DINAMIKA                

INDONESIA-UNI EROPA 

Seiring perkembangan zaman, Globalisasi adalah era 

yang tidak dapat ditolak oleh setiap negara di dunia. 

Globalisasi adalah sebuah proses penyatuan international yang 

terjadi sebagai hasil dari meningkatnya pertukaran secara 

global baik barang dan jasa. Dengan kata lain, Globalisasi  

adalah sebuah proses integrasi internasional yang terjadi 

sebagai hasil dari meningkatnya pertukaran secara global 

barang dan jasa yang dipengaruhi oleh beberpa aspek seperti 

budaya dan lingkungan sosial. Globalisasi ekonomi 

merupakan suatu gerakan yang perlahan membentuk suatu 

otoritas baru dalam penguasaan aktivitas ekonomi seluruh 

negara di dunia. Perdagangan bebas merupakan hal yang 

timbul setelah terjadinya Globalisasi. 

A. Perdagangan Bebas 

Secara historisnya, kegiatan atau transaksi ekonomi 

ditetapkan sebagai ‘Perdagangan’ yang mengacu pada 

pembelian lintas batas barang-barang. Dalam kurun waktu 

yang lama, konsep perdagangan ini terlalu sempit. Dewasa ini, 

perdagangan internasional mewakili berbagai transaksi 

ekonomi yang mungkin terkait dengan hal-hal berikut ini: 

1. Penjualan lintas batas atas barang setengah jadi dan 

barang modal. 

2. Layanan yang diberikan melalui beberapa mode 

pasokan yang berbeda. 

3. Pergerakan lintas batas orang-orang yang memiliki 

kepentingan untuk produksi atau penjualan barang 

atau jasa. 
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4. Penjualan barang atau jasa melalui pendiri lokal ke 

investasi internasional. 

5. Perpindahan data yang diperlukan untuk lintas batas 

transaksi barang atau jasa. 

6. Pengumpulan dan penyebaran pengetahuan yang 

terkait dengan teknologi, proses dan metode produksi. 

 

Dari perspektif perusahaan, semua bentuk kegiatan 

transaksi tersebut adalah bagian dari proses yang kita anggap 

sebagai perdagangan internasional. Sejalan dengan tren di 

perdagangan dunia dan hambatan untuk berbagai jenis 

perdagangan mengalir, dapat disebut sebagai perspektif 

komperhensif tive on trade (Dariah, 2005). 

Perdagangan bebas dapat diartikan sebagai bentuk 

dikuranginya atau penghilangan berbagai hambatan 

perdagangan baik yang bersifat tarif (ekspor dan impor) 

maupun non tarif. Perdagangan bebas bertujuan untuk 

meliberalisasi perdagangan dan membuka ekonomi untuk 

perdagangan bebas yang dilakukan untuk merombak 

spesialisasi produksi dan hubungan perdagangan luar negeri 

untuk meningkatkan pangsa dalam produksi dan perdagangan 

barang yang dapat diperdagangkan. Khususnya yang 

diproduksi dengan menggunakan teknologi padat. 

Perdagangan bebas sendiri memiliki organisasi yang kita kenal 

sebagai World Trade Organization (WTO).  Beberapa potensi 

keuntungan dari liberalisasi perdagangan ini adalah: 

1. Difusi pengetahuan dan teknologi. 

2. Skala ekonomi. 

3. Meningkatnya persaingan dan inovasi. 

4. Pemilihan dalam negeri yang lebih produktif 

perusahaan. 

5. Akses input yang lebih murah dan lebih produktif 

terhadap barang dan jasa. 

6. Perilaku mencari sewa lebih sedikit dan mengurangi 

insentif untuk korupsi. 
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Bagi negara berkembang, pasar bebas dapat menjadi 

sebuah keuntungan tersendiri. Indonesia merupakan satu dari 

banyak anggota yang ikut serta dalam pasar bebas 

internasional tersebut. Secara umum perdagangan bebas dapat 

diterima karena keuntungan yang diperoleh oleh negara-negara 

yang terlibat dari sebuah perdagangan, yang berasal dari 

konsep keuntungan komparatif. Sebuah negara akan 

mengkhususkan diri dalam menghasilkan suatu produk jika 

memiliki keuntungan komparatif. Dengan pengkhususan 

seperti ini, secara umum dunia dapat mengembangkan total 

world output dengan jumlah sumber daya yang sama, dan pada 

saat yang sama efisiensi ekonomi akan terus meningkat. 

Hasilnya, secara teoritis, sebuah perjanjian perdagangan bebas 

dapat menjamin bahwa negara-negara yang terlibat dalam 

kesepakatan ini akan mendapat keuntungan dari hasil 

terbentuknya perdagangan trade creation dan trade diversion 

(Widyasanti, 2010). 

Indonesia sendiri sampai saat ini terlibat lebih dari 10 

perjanjian perdagangan interasional baik dari tahap runding 

hingga tahap pelaksanaan. Tidak sampai disana, Indonesia 

merupakan bagian dari ASEAN Free Trade (AFTA). Tujuan 

dari AFTA adalah menghilangkan batasan tarif diantara 

negara-negara Asia Tenggara dengan visi menyatukan 

ekonomi negara angggota ke dalam satu dasar produksi dan 

menciptakan pasar wilayah, yang akan ditempuh melalui 

penghapusan tarif intra-regional dan batasan non-tarif. 

Terjadinya perdagangan bebas memungkinkan untuk 

perpindahan barang lebih cepat dan beragam. Pihak yang 

diuntungkan terhadap tersedianya keanekaragaman berupa 

barang dan jasa tidak lain adalah konsumen dalam hal ini 

adalah masyarakat. Ketersediaan barang yang akan dipilih 

justru membuat harga akan jauh lebih stabil dan pilihan atas 

selera masyarakat terpenuhi dan beragam (setnas-asean, 2017). 
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Indonesia saat ini menjadi negara yang aktif dalam 

impor maupun ekpsor barang dan jasa. Indonesia masih 

menjadi negara paling banyak mengeskopor hasil-hasil 

perekebunan seperti sawit dan karet bersama dengan Malaysia. 

Komoditas lain seperti migas dan hasil hutan dan perkebunan 

masih menjadi yang dominan. Namun tidak sampai disana 

beberapa komoditas lain juga banyak di ekspor oleh Indonesia, 

berikut adalah komoditi utama Indonesia:  

Tabel 1.2 Komoditas Utama Indonesia 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat komoditas utama 

Indonesia tidak hanya bergantung pada hasil alamnya namun 

juga pada hal lain diluar itu. Selain itu, Indonesia masih 

memiliki komoditas potensial diantaranya: 
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Tabel 1.3 Komoditas potensial Indonesia 

 

Sedangkan negara dengan penerimaan barang ekspor 

Indonesia paling banyak adalah negara Tiongkok diikuti oleh 

Amerika Serikat, Jepang, India, dan Singapura. Untuk impor, 

Indonesia paling banyak menerima dari Tiongkok, Jepang, 

Thailand, Singapura dan Amerika Serikat.  

Seperti yang telah dijabarkan diatas, salah satu 

komoditas utama dan potensial di Indonesia berasal dari hasil 

lautnya yakni sektor perikanan. Hal tersebut wajar mengingat 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian 

penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Kebijakan tegas 

diperintahkan Presiden Jokowi membuat pemasukan dari 

sektor perikanan menjadi lebih baik terutama terkait kebijakan 

penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan di perairan 

Indonesia. Kebijakan tersebut berdampak pada produksi 

perikanan Indonesia yang perlahan meninggkat.  
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B. Hubungan Perdagangan Indonesia dan Uni Eropa 

Uni Eropa merupakan sebuah organisasi Regional antar 

pemerintah yang anggotanya berisikan Negara-negara di Eropa 

yang sampai saat ini memiliki anggota sebanyak 25 negara. 

Uni Eropa sendiri terbentuk salah satunya dikarenakan 

perdagangan yakni batu bara dan baja. Perlahan organisasi 

regional ini berkembang hingga tahap penghapusan atau 

penghilangan semua hambatan perdagangan. Tidak sampai 

disana regional ini juga berhasil mengintegrasikan mata uang 

setiap negera menjadi satu (Muhammad, 2017). 

Sama halnya dengan Uni Eropa, ASEAN merupakan 

organisasi regional di wilayah Asia Tenggara. ASEAN sendiri 

terbentuk pada tahun 1967 dengan 5 negara pelopor yaitu 

Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. 

Tujuannya juga tidak jauh dari mempercepat ekonomi 

regional, pembangunan sosial, budaya dan perdamaian serta 

stabilitas negara anggota. 

Hubungan dagang antara ASEAN dan UE sudah lama 

terjadi tepatnya resmi dimulai dari tahun 2007. Richardson 

(2005) mengidentifikasi anggota ASEAN sebagai perdagangan 

yang menarik mitra untuk Australia dan Selandia Baru 

(Richardson, 2005). ASEAN secara bertahap meningkatkan 

stabilitas, kemakmuran dan integrasi ekonomi dengan bagian 

penting Asia lainnya, yang membuat ASEAN menarik secara 

global untuk perdagangan dan investasi. Hubungan 

perdagangan ASEAN-UE telah memiliki kepentingan besar. 

Inisiasi perdagangan ASEAN-UE pada bulan April 2007 

melalui negosiasi FTA (Free Trade Agreement). 

Hubungan Uni Eropa dengan Indonesia berkembang 

pesat, mencerminkan status Indonesia sebagai demokrasi 

terbesar ketiga dengan populasi terbesar keempat di dunia, 

'raksasa' regional yang mewakili sekitar 36% dari PDB 

ASEAN dan 261 juta penduduk, dan pemain global yang baru 

muncul (Anggota G20, ekonomi ke-8 di dunia dalam paritas 
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daya beli). Uni Eropa dan Indonesia memiliki nilai, minat, dan 

pandangan yang sama tentang integrasi regional, 

multilateralisme, demokrasi, dan hak asasi manusia dalam 

masyarakat yang terbuka dan toleran, lingkungan, dan 

perubahan iklim. 

Indonesia adalah mitra ASEAN pertama yang 

menandatangani  Partnership and Cooperation Agreement 

(PCA) dengan UE, yang menyediakan payung hukum dan 

politik untuk hubungan bilateral UE-Indonesia. PCA mulai 

berlaku pada Mei 2014 dan menyediakan kerja sama yang luas 

di bidang dialog politik dan keamanan, perdagangan, investasi, 

dan kerja sama ekonomi serta dalam penguatan hubungan 

antar masyarakat melalui mobilitas, pertukaran pendidikan dan 

kebudayaan program. Komite Bersama pertama di bawah PCA 

berlangsung pada November 2016 di Brussels. 

Dalam bidang perdagangan dan investasi, ada minat 

besar dari perusahaan-perusahaan Eropa untuk mengekspor 

dan berinvestasi di Indonesia, terutama mengingat 

pertumbuhan pasar Indonesia. Perusahaan-perusahaan Eropa 

yang hadir di Indonesia saat ini memperkerjakan lebih dari 1,1 

juta pekerja. Perdagangan bilateral barang dagangan (non-

minyak dan gas) antara UE dan Indonesia berjumlah € 25,1 

miliar pada tahun 2016, di mana € 14,6 miliar dihasilkan 

melalui ekspor Indonesia ke UE. Pada tahun 2016, UE 

mewakili pasar ekspor non-migas terbesar ketiga untuk 

Indonesia, di belakang Amerika Serikat dan Cina. Ekspor 

utama Indonesia ke UE adalah lemak dan minyak hewani atau 

nabati, mesin dan peralatan, tekstil, alas kaki, plastik, dan 

produk karet. Ekspor Minyak Sawit Mentah adalah komoditas 

ekspor nomor satu Indonesia ke UE, mewakili 49% dari 

seluruh impor Minyak Sawit UE. Indonesia saat ini mendapat 

manfaat dari preferensi perdagangan yang diberikan oleh 

Skema Preferensi Umum UE, di mana sekitar 30% dari total 

impor dari Indonesia menikmati bea masuk yang lebih rendah. 

Ekspor UE ke Indonesia terutama terdiri dari mesin 
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berteknologi tinggi, peralatan transportasi, barang-barang 

manufaktur, dan bahan kimia. Total perdagangan jasa pada 

2015 berjumlah € 6,1 miliar. Pada tahun 2016, UE adalah 

sumber FDI (Foreign Direct Investment) terbesar keempat di 

Indonesia, mewakili 9% dari total aliran masuk FDI, dengan 

nilai lebih dari € 2,3 miliar, di belakang Singapura (31,7%), 

Jepang (18,6%) dan Cina (9,3) %) (Europa Union, 2017). Stok 

FDI UE di Indonesia berjumlah € 30 miliar pada tahun 2015, 

menjadikan Indonesia tujuan kedua UE di ASEAN setelah 

Singapura. 

Mengingat ukuran keberhasilan kerja sama kedua mitra, 

tingkat perdagangan dan investasi jauh di bawah volume yang 

dapat diharapkan, khususnya ketika mempertimbangkan 

bahwa Indonesia adalah ekonomi terbesar di ASEAN. 

Negosiasi untuk Perjanjian Perdagangan Bebas, atau 

Kesepakatan Kemitraan Ekonomi Komprehensif UE-

Indonesia, akhirnya diluncurkan pada 18 Juli 2016, setelah 

latihan pelingkupan yang berhasil. Putaran ketiga negosiasi 

diadakan di Brussel pada 11-15 September 2017. Ambisinya 

adalah untuk menyelesaikan Perjanjian Perdagangan Bebas 

yang memfasilitasi perdagangan dan investasi dengan meliput 

berbagai masalah, termasuk tarif, hambatan non-tarif untuk 

berdagang, berdagang di jasa dan investasi, aspek perdagangan 

dari pengadaan publik, aturan persaingan, hak kekayaan 

intelektual serta pembangunan berkelanjutan.  

UE mempromosikan keberlanjutan dalam hubungan 

dagangnya dengan Indonesia, seperti yang diilustrasikan di 

sektor kehutanan oleh Voluntary Partnership Agreement 

(VPA) yang ditandatangani oleh UE dan Indonesia pada 30 

September 2013 untuk memastikan akses ekspor kayu legal 

Indonesia ke pasar UE (EUFLEGT, 2019). Setelah lebih dari 

sepuluh tahun negosiasi, kemajuan signifikan dicapai pada 

tahun 2016 menuju aktivasi penuh VPA, yang sekarang 

mengakui Skema Jaminan Legalitas Kayu Indonesia (SVLK) 

sebagai sepenuhnya memenuhi standar hukum UE. Pada 15 
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November 2016, pengiriman kayu bersertifikasi Indonesia 

pertama berangkat ke Eropa, menjadikan Indonesia negara 

tropis pertama yang mencapai lisensi produk kayu di bawah 

FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade). 

Peluncuran resmi nasional lisensi FLEGT, berlangsung di 

Jakarta pada 24 November 2016. Lisensi FLEGT pertama 

dikeluarkan dalam sebuah upacara pada tanggal 28 November 

di Brussel, di pinggiran Komite Bersama UE-Indonesia, oleh 

Perwakilan Tinggi / Wakil Presiden, Federica Mogherini, 

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dan Komisaris 

Eropa untuk Lingkungan, Kelautan dan Perikanan, Karmenu 

Vella. 

C. Hambatan Produk Ekspor Udang Indonesia ke Uni 

Eropa 

Secara harafiah kebijakan hambatan perdagangan atau 

proteksionisme adalah suatu kebijakan yang menentang 

perdagangan bebas. Proteksionisme sendiri dapat diartikan 

sebagai sebuah kebijakan pemerintah suatu negara yang 

melarang atau membatasi masuknya produk luar negeri 

kedalam negara tersebut agar melindungi pasar dalam 

negerinya. 

Proteksionisme merupakan sebuah kebijakan 

perdagangan internasional yang digunakan untuk 

membendung derasnya arus produk impor ke dalam sebuah 

negara. Kebijakan proteksionisme ini dapat dilihat dari 

tindakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik secara 

langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi 

struktur, komposisi, dan kelancaran usaha untuk melindungi 

dan mendorong pertumbuhan industri  dalam  negeri  dan  

penghematan bagi devisa. Kebijakan tersebut dapat berupa: 

1. Kebijakan Tariff  Barrier 

Yakni pemungutan biaya bea masuk yang dikenakan 

terhadap produk-produk impor yang masuk untuk dipakai 

atau dikonsumsi habis di dalam negeri. 
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2. Sistem Kuota  

Sistem Kuota adalah pembatasam fisik secara kuantitatif 

yang  dilakukan atas masuknya barang (kuota  impor) dan 

keluarnya  barang (kuota ekspor) dari atau kepada suatu 

negara untuk melindungi kepentingan industri dan 

konsumen dalam negeri (Apridar, 2007). Keluarnya 

kebijakan kuota impor ini pada umumnya didasarkan 

pada alasan yaitu kepastian kenaikan pengeluaran impor 

akibat persaingan perdagangan dengan luar negeri yang 

makin memburuk, dan penerapan kuota memberikan 

power dan fleksibilitas administrasi kepada pemerintah 

(Hardono, Rachman, & Suhartini, 2004). 

 

Jika suatu negara mengalami defisit dimana barang yang 

diimpor lebih besar daripada yang diekspor, hal ini akan 

membuat sebuah negara harus melakukan respon terhadap 

fenomena tersebut. Salah satu cara membuat hal ini seimbang 

adalah dengan cara proteksionis yang dalam hal ini dapat 

berupa biaya masuk barang impor yaitu hambatan non tarif 

(non tariff berrier). Dimana jika sebuah produk impor tertentu 

tidak dapat memenuhi syarat tertentu maka produk tersebut 

tidak dapat masuk. Tujuannya dalam hal ini jelas yakni 

mengurangi impor. 

Dalam hal ini Uni Eropa mengalami trade defisit dengan 

Indonesia terkait beberapa komoditas karena Uni Eropa 

mengimpor lebih besar daripada ekspornya ke Indonesia. Hal 

ini yang membuat Uni Eropa mengenakan biaya masuk supaya 

defisit tidak membesar. Tidak tertutup kemungkinan jika hal 

ini terus terjadi maka kebijakan tersebut tetap berjalan.  

Sejatinya hal yang wajar jika sebuah negara mengalami 

defisit terhadap suatu negara tertentu namun surplus ke negara 

yang lain. Karena pada dasarnya perdagangan internasional 

tidak dapat surplus terhadap semua negara. Namun dalam 

kasus ini secara tidak langsung membuat golongan demokrat 

dan republik akan sepakat akan isu tersebut. Pihak yang 
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dirugikan dari sebuah kebijakan hambatan perdagangan justru 

adalah masyarakat. Karena perdagangan bebas dilakukan 

maka masyarakat akan dapat memperoleh barang dengan 

harga yang lebih murah dan konsumen diuntungkan.  

Namun dalam proses terjadinya tersebut, hal-hal diluar 

faktor ekonomi mempengaruhi sebuah kebijakan keluar. 

Sentimen nasionalisme secara tidak langsung mempengaruhi 

kebijakan proteksi ketika sebuah produk luar lebih banyak 

ketimbang produk dalam negeri. Contohnya dapat berupa 

penolakan produk beras di Indonesia yang banyak dikritik oleh 

sentimen emosional masyarakat yang sejatinya 

menguntungkan masyarakat banyak terutama masyarakat kelas 

bawah.  

1. Perikanan dan Udang 

Hasil laut Indonesia saat ini sudah menjadi komoditas 

yang potensial untuk menghasilkan dan menambah devisa 

negara. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, selama periode I-2019 nilai ekspor produk 

perikanan Indonesia telah mencapai angka Rp 40 triliun. 

Angka ini jelas mengalami kenaikan sebesar 24% 

dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya 

mencapai Rp 32 triliun (Hartomo, 2019). Berdasarkan data 

KKP, pada rentang Januari hingga April untuk periode 2015-

2019, nilai ekspor perikanan terus naik 3,5% per tahun. 

Sementara, secara volume produksi naik 1,68% per tahun. 

Untuk ekspor komoditas udang secara volume naik 4,21%, 

tuna naik 5,53%, kepiting naik 0,72%, dan untuk kelompok 

cakalang, sotong, gurita naik 17,72%. Dan hanya untuk 

rumput laut turun 1,49%. 

Percepatan pertumbuhan sektor kalutan terutama udang 

sangat cepat saat ini. Tercatat pada 2018, Udang menyumbang 

devisa sebesar USD 1,3 Milyar atau 36,96% dari total nilai 

ekspor, sedangkan jika dilihat dari volumenya udang hanya 

menyumbang 18,35% dari keseluruhan volume komoditas 



40 
 

 
 

yang diekspor. USA, Jepang, Belanda dan China merupakan 

pasar utama produk udang Indonesia.  Keempat negara 

tersebut menyerap lebih dari 85,62% produk udang Indonesia. 

Sedangkan dari sisi nilai, ekspor udang keempat negara 

tersebut mencapai 89,34% atau sebesar USD 1,16 Milyar dari 

keseluruhan udang yang diekspor Indonesia (DJPDS, 2018).  

Melihat perkembangannya, diperkirakan ekspor udang 

masih akan terus berjalanterutama ke Eropa. Data 

menunjukkan : 

Tabel 1.4 Ekspor Udang Indonesia 

2. Jenis- Jenis Hambatan yang Dikeluarkan Uni Eropa  

Setiap negara di dunia selalu ingin melindungi 

masyarakat dan pasar dalam negerinya. Dasar tersebut 

membuat negara bersifat lebih protektif dan selektif terkait 

sebuah produk yang masuk ke negaranya baik barang ataupun 
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jasa. Namun era globalisasi perdagangan bebas membuat 

negara sulit untuk bertindak demikian karena melanggar 

peraturan perdagangan bebas, terutama negara-negara yang 

menganut sistem liberal. Tarif masuk dan kuota telah menjadi 

hal yang usang dalam perekonomian internasional saat ini 

walaupun jenis kebijakan demikian masih menjadi kebijakan 

yang cukup populer bagi pengambil keputusan di sebuah 

negara. 

Negara-negara bergerak atau mengeluarkan sebuah 

kebijakan tentu dengan dasar untuk memenuhi kepentingan 

nasionalnya. Keterikatan sebuah negara dengan organasasi dan 

perjanjian membuat negara-negara menyamarkan kebijkanan 

proteksionisme salah satunya adalah standar tinggi yang 

memungkinkan akan sulit untuk negara importir capai 

sehingga barang yang masuk tidak membanjiri pasar dalam 

negeri mereka.  

Uni Eropa dan negara didalamnya merupakan sebagaian 

yang menggunakan kebijakan proteksionis untuk melindungi 

negaranya dari serangan barang asing. Dalam kasus Uni Eropa 

dan Indonesia, kebijakan tesebut telah dilakukan dibeberapa 

komoditas terutama CPO dan udang. Macam- macam 

hambatan Uni Eropa terhadap udang Indonesia antara lain : 

a) Kebijakan Standar Mutu dan Keamanan Pangan 

Komisi Eropa mengeluarkan sebuah kebijakan dalam 

memenuhi konsumsi produk perikanan atau makanan yang 

berbasis pada perlindungan konsumen tingkat tinggi 

dengan memperhatikan lima komponen kebijakan umum 

dalam impor makanan. Kelima komponen dapat diuraikan 

sebagai berikut (Direktorat Pemasaran Luar Negeri, 2006): 

a. Standarisasi pemasaran dan informasi kepada 

konsumen. 

b. Organisasi dari eksportir atau produsen. 

c. Interbranch organisasi dan persetujuan. 

d. Harga dan intervensi harga.  
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e. Perdagangan dengan negara ketiga. 

 

b) Pengawasan Ketat Terhadap Hasil Laut ke Uni Eropa 

Secara khusus tahapan pengawasan hasil perikanan yang 

masuk (impor) ke Uni Eropa adalah sebagai berikut 

(Direktorat Pemasaran Luar Negeri DKP, 2007): 

a. Competent Authority (CA) negara pengirim 

menghubungi komisi Eropa untuk memohon 

persetujuan Approval Number of Fisheries 

Establishment atau perusahaan/eksportir hasil 

perikanan.  

b. Approval Number yang diusulkan, jika diterima atau 

ditolak akan diterbitkan dalam official journal dari 

European Community dan disebarkan secara 

elektronik ke semua negara anggota.  

c. Melalui suatu Commision Decision menetapkan 

format Health Certificate dan List of Establishments 

(Unit Pengolahan) yang disetujui (yang mendapat 

Approval Number)  

d. CA dari negara pengirim menerbitkan Health 

Certificate dan stempel yang dikeluarkan oleh 

Commision Decision. 

e. Komisi Eropa melalui Food and Veterinary Office 

(FVO), Directorate General of Consumer Protection 

melakukan kunjungan secara rutin ke negara pengirim, 

baik negara anggota maupun negara ketiga, untuk 

melakukan inspeksi sistem atau higiensi standar 

produk apakah ekuivalen terhadap peraturan Uni 

Eropa.  

f. Produk ekspor harus masuk melalui pos pengawasan 

perbatasan untuk proses pemeriksaan 

(BorderInspection Posts/BIPs).  

g. Importir di negara Uni Eropa harus memberitahu 

kepada BIPs dalam 6 jam melalui udara.  

h. Official fish inspector atau official veterinary 

surgeonharus melakukan pemeriksaan ketat seperti: 

Documentary check (pengecekan dokumen), Identify 
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check (identifikasi dokumen) dan Physical check 

(pemeriksaan fisik).  

i. Jika pemeriksaan dokumen memuaskan pihak 

inspekstur sesuai dengan Common Veterinary Entry 

Document (CVED) yang sudah diterbitkan, maka 

permohonan tersebut dapat masuk ke Uni Eropa. Jika 

hasil pemeriksaan menunjukkan gagal karena masalah 

mutu dan keamanan produk yang tidak memenuhi 

syarat seperti kandungan residu logam berat atau 

antibiotik melebihi batas yang diberlakukan, maka 

dilakukan salah satu dari dua pilihan yaitu, pertama 

produk dikirim kembali (re-export) atau yang kedua 

produk dihancurkan (destroyed) (European 

Commision, 2017). 

 


